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BUPATIPEMALANG 

PERATURAN BUPATI PEMALANG 

NOMOR t'?? TAHUN 2012 

TENTANG 

KETENTUAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG 

DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 

Menimbang 

BUPATI PEMALANG, 

a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 9 ayal (l) dan 

Pasal 21 Peraturan Dacrah Kabupatcn Pemalang Nomor 11 

Tahu n 2007 tentang Kedudukan l<cuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daernh menyebu tkan 

bahwa kcpada Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan 

Rakyat Dacrah diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan 

Komunikasi lntcnsif clan kcpada Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Dacrah discdiakan Bclanja Penunjang Opcrasional 

Pim pin an setiap bu Ian dengan mempertimbangkan 

kemampuan keuangan dacrah ; 

b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (6), Pasal 10 dan 

Pasal 22 ayat (4) Peraturan Dacrah Kabupatcn Pcmalang 
-- . . ~ 

Nom(Jr 11 Tahun 2007 scbagaimana dimaksud dalam huruf a, 

menyebulkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya 

kcmampuan keuanga.n dacrah, Tunjangan Komunikasi lntcnsif 

dan 13elanja Pcnunjang Operasional Pimpinan sebagaimana 

dimaksud dalam h uruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b , pcrlu menctapkan Pcrat.uran 

Bupati tentang Ketentuan Tunjangan Komunikasi lntensif bagi 

Pimpinan dan Anggola Dewan Penvakilan l~akyal Daerah 

Kabupatcn Pemalang dan Bclanja Pcnunjang Opcrasional 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatcn 

Pemhlang Tahun 2012. 
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tenlang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten daJam Lingkungan Propinsi ,Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana Lelah diubah beberapa kali lerakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Lenlang 

Pe ru bahan Kedua alas Undang-Undang Nomor 32 Ta hun 2004 

l enlang Pemerinla han Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Nega ra Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenlang Perimbangan 

Keuangan anlara Pemerinlah Pusal dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lem baran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4438); 

4 . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tenlang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakila n Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 2009 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tah un 1950 lenlang 

Pcnelapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1950; 

6. Peraturnn Pemerinlah Nomor 24 Tahun 2004 tenlang 

I<edudukan Protokole r dan Keuangan Pimpinan d an Anggola 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahu n 2004 Nomor 90, Tambahan Lemburan Negara 

Rcpu b lik Indonesia Norn or 44 16) sebagaimana Lelah diu bah 

beberapa kali lerakhir dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 47 12); 

7. Pcraluran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Peng;clolaan Keu angan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Menlcri Dalarn Negeri Nornor 21 Tahun 2007 lenlang 
Pengelompokkan Kernampuan l(euangan Daerah, 

Penganggaran dan Perlanggungjawaban Penggunaan Belanja 

Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah serta Tata Cara Pcngembalinn Tunjangan I<omunikasi 

ln lensif dan Dana Operasional; 

9. l<eputusan Cubernur ,Jawa Tengc1h Tanggal 22 Ju li 2009 

Nomor : 179 / 39 /2009 Len tang Peresrnian Pemberhentian clan 

Pengangkalan AnggoLa Dewan Pen,vakilan Rakyat Daerah 

Kabupalen Pernalang; 
10. Kepulusan Gubernur ,Jawa Tcngah Tanggal 8 OkLober 2009 

Nomor : 179/ 113/2009 Len lang Peresmian Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Masa Bhakli 

2009-2014; 
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Menetapkan 

11. Pera tu ran Daerah Kabupatcn Pemalang Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 12); 

12.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2007 

tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwal<ilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran 

Daerah Kabupaten PemaJang Tahun 2007 Nomor 10); 

13. Peraturan Daerah Ka bu paten Pemalang Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pemalang Tahun Anggaran 2012 (Lcmbaran Daerah Kabupaten 

PemaJang Tahun 20 11 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupatcn Pemalang Nomor 7); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN TUNJANGAN 

KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG DAN 

BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 

2012. 

Pasal 1 

( 1) Selain menerima penghasilan sebagaimana d imaksud daJam 

Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor l l 

Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Pemalang, kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang diberikan penerimaan 

lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif. 

(2) Selain Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 Peraturan Dacrah Kabupaten PemaJang 

Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah 

Kabupatcn Pcmalang, kcpada Pimpinan Dew an Pcrwakilan 

Rakyat Dacrah Kabupatcn PcmaJang discdiakan Belanja 

Penunjang Opcrasional Pimpinan. 

(3) Kctcntuan bcsarnya Tunjangan Komunikasi lntensif 

scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan Bclanja Pcnunjang 

Opcrasional Pimpinan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditctapkan dcngan mcmpcrtimbangkan kemampuan 

keuangan Daerah. 

Pasal 2 

(1) Kemampuan Keuangan Dacrah Kabupalen Pemalang 

dihitung sebagai berikul Pendapatan Umum Daerah 

dikurangi Belanja Pcgawai 1cgeri Sipil Dacrah. 
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(2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana 
bagi hasil dan dana alokasi umum. 

(3) Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1), terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri 

Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, 

lunjangan jabatan , tunjangan bera s dan tunjangan pajak 

penghasilan (PPh Pasa.l 21) . 

Pasal 3 

Berdasarkan hitungan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 2, 

Kemampuan Keuangan Dacrah Kabupaten Pemalang Tahun 

Anggaran 2012 sebesar Rp. 307.463.192.000,00 (tiga ratus 
tujuh milyar empat ratus enam pu luh tiga juta seratus sembilan 

puluh dua ribu rupiah) dan termasuk dalam kategori 

Kemampuan Keuangan Daerah Scdang. 

Pasal 4 

Besarnya Tunjangan Komunikasi lntensif bagi Pimpinan dan 

Anggola Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupate n Pcmalang 
scbagaimana dimaksud d a la m Pasal 1 ayat (I) , dilctapkan 

sebesar 2 (dua) kali uang representasi Kelua Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupalen Pemala.ng atau sama dengan Rp. 

4 .200.000,00 (em pat juta dua ratus ribu rupiah) per bu Ian. 

Pasal 5 

Besarnya Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatcn Pemalang sebagaimana 

dimaksud dalam PasaJ 1 ayat (2), d itctapkan scbcsar 4 (empat) 

kali uang representasi Ketua Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah 

Ka bu paten Pemalang di tam bah 2 ½ (dua seperdua) kali jumlah 
uang representasi seluruh Wakil Ketua Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang atau sama den gan 

Rp. 2 1.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah). 

Pasal 6 

( 1) Tunjangan Komunikasi lntensif sebagaimana d ima ksud 

dalam PasaJ 1 ayat ( 1) diberika.n setiap bulan terhitung mu lai 

tanggaJ 1 ,Januari 2012. 
(2) Belanja Penunjang OperasionaJ Pimpina.n sebagaimana 

dimaksud dalam Pasa1 1 ayat (2) clisediakan da lam anggaran 

belanja Sekretariat Dewan Pcrwakila.n Rakyat Daerah 

Ka bu paten Pcmalang mulai tanggal l Januari 20 12 . 
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Pasal 7 

(1) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupalen Pemalang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal l ayat (2) dipergunakan unluk : 

a. reprcscntasi, antara lain menyampaikan bcrbagai 

informasi dan permasalahan yang ada di masyarakal, 

melaksa nakan dan memasyaral<atkan Kepulusan Dewan 

Perwakilan Ral<yat Daerah Kabupalen Pemalang kepada 
seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupalen Pemalang. 

b. pclayanan, antara lajn unluk pclayanan keamanan dan 

transportasi. 

c. Kebutuhan lain, anlara lain unluk mengikuli upacara 

kenegaraan, upacara peringalan hari jadi daerah, 

pelanlikan pejabal daerah, melakukan koordinasi dan 

konsultasi kcpada Bupati Pcmalang, musyawarah 

pimpinan dacrah dan Lokoh-Lokoh masyarakat, mcnjadi 

juru bicara Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten 

PcmaJang dan pcmbcrian ban Lu an kcpada 

masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya 

insidentil. 

(2) Dalam rangka pertanggungjawaban Belanja Penunjang 

Operasional Pimpinan, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Pemalang wajib menandatangani pakla 

integrilas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai 

dengan pcruntukkannya. 

(3) Perlanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang 

Operasiom1l Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 ayal (2) dibuktikan dcngan laporan hasil pelaksanaan 

lugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan Belanja 

Penunjang Operasional. 

(4) Rincian penggunaan Bclanja Pcnunjang OperasionaJ 

(3) mcmual 

/ kelompok 

dana yang 

Rakyat Daerah 

Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat 

kegiatan, Lujuan, penenma (masyarakat 

masyarakal) dan waklu pcnggunaan 

dilandatangani Pimpinan Dewan Perwakilan 

Kabu paten Pemalang. 

(5) Bukli perlanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang 

Opcrasional Pimpinan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan kcpada Bcndahara Pcngcluaran Sckrctarial 

Dewan Perwakjlan Rakyat Dacrah Kabupatcn Pcmalang 

setiap bulan paling lambal langgal 5 (lima) bulan bcrikutnya. 

Pasal 8 

Segala biaya yang timbul scbagai akibal ditelapkannya 

Peraluran Bupali ini dibebankan pada Anggaran Pendapalan 

dan Belanja Daerah Kabupalen Pemalang Tahun Anggaran 

2012. 



     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/

Pasa1 9 

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2010 tentang 
Ketentuan Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan 

Anggola Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang 
dan Belanja Penunjang Opcrasional Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Ka bu paten Pemalang Tahun 20 11 

(Berita Dacrah Kabupaten Pemalang Nomor 56) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Pcmalang Nomor 28 

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Pemalang Nomor 56 Tahun 2010 ten tang Ketentuan Tunjangan 
Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dan Belanja 
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwal<ilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 201 1 (Berita Daerah 

Kabupaten Pemalang Nomor 28) dicabut dan dinyatakan Lidak 
berlaku. 

Pasal 10 

Pcraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada langgal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupali ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang. 

Ditetapkan di Pemalang 

..20 } I 

Diundangkan di Pemalang 
pada tanggal 

j 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PEMALANG 

Ors. BUDHI RAHAROJ() , MM 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19590601 198803 1 007 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 20 12 NOMOR I 2> 

, 'l. 


